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j. \ AI,ISES Y{-IRIDIS "l'l{R il Al}AP tiNSUR
] \N I(I{I"T I.]RIA IN DA K I'I DANA PADA

PENCT.JITIAN I}A N I, 14NU( J I,; [,A PAN

Uleh :

\Varmiyrrta Z,uiri Ahsl, SIL' MIt. r

,:strak
Hukurr pidana adalah bagian daripada

,:luruhan ltukunr yang tlerlaku disuatu negara

- g menga<lakan dasarclasar dan aturan-aturan
-lk menentrikan perbuatan-perbuatan mana

.-_s iidak trcleh dilakukan yang dilarang dengan
,:fiai ancaman atau sanksi yang berupa pidana
-:ntu bagi barangsiapa tnelanggar larangan
'.:but dan menr:ntukan liapan dan dalam hal apa
,-:da mereka yang tclah rlelanggar larangan-

:r.IE3.l1 itu dapat dikenakan atau di.iatuhi pidana
-:qaiurana yang tclah cliancunlkan. Dengan

":ggunakan Metodologi Pcnclitinn Normatif,
-.rlis Mencoba untuk meniuwab l)ermasalahan

.-g penulis angkat, yaitu llal-hal apa sajakah
-: rrienjadi unsur tinclak pichnil ptrda kejahatan
' :urian sebngaimana clirnaksud Pusal362 KUHP

.{pakah kriteria yi}ng tnembedakan antara
::k pidana pencurian dengan tindak pidana
- 
_:gelapan.

Berdasarkan hasil pernbahasun yang telah
.inkan maka kiranya dapat ditarik kesimpulan

:-:eai berikut, bahwa: Unsur tindak pidana pada
:hatan pencurian sebagairnana dimaksud Pasal

: KUHP ialah: perbuatan mengambil barang,
.':ng yang diambil, tujuan rnemiliki barang

{&r1 melawan hukum, wujud perbuatan
,:iliki barang, darr Perbedaan tindak pidana

: - ,-urian dengan tindak pidanai penggelapan ialah,
.' ,\ a pada tindak pidana pcttcurian barang yang
-..:iki itu masih belum trcracla di tangan si

':'Juri dan masih harus "tliambllnyatt sedang
. :, tindak pidana pcnggclaprttt wttlttu dirnilikinya
-,rg itu sudah ada di titttgnn si pcrnbuat tidak
, :anjalan kejahatan.

, Kunci: '["indak Piclatra, Pencgukatt Hukum,
. .. r- Unsur'f indak Piclana.

" - : tlACt
Criminul luw i,t a port of the r'vhole law that
.es in o c{)untry) that holds the bosics and rules

-.:ermine v,hir:h uclittrts should not be caruied
itich ctre prohibitetl uccompanietl by threats or

-:lis acialah Dosen Tetap Yayasan STIHPADA dengan
t\. 020509730 r

sandians in the.form qf c.ertain r-t'imes {br those
who violate the prohibition and determine when
and in what cases to those vtho have vialated the
prohibitions can be subject to or be punished as
threatened. Using Normative Research
Methodology, the author tries to unswer the
problem that the author adopted, namely what are
the elements o.f crime in the crime of theft as
re-ferred to in Article 362 of tlte Criruinal Code and
what are the criteria that distinguish betw,een theft
andfraud.

Based on the results of the discttssion that has
been cat'ried out, it can be concluded as follows,
that: The element o-f criminal acts in theJi crimes as
referred to in Article j62 of the Criminal Code is:
the ar:t of taking goods, goods taken, the pnrpose of
possessing goods, the act ofpossessirtg goods, and
The difference in the crime oJ"theft vtith criminal
acts of embezzlement is that the crime of thqft of
property owned is still not in the hands of'the thief
and still has to be "taken" while the crime of
embezzlement of time has the goods in the hands of
the maker not by road crim.e.

Keywords: Crime, Law Enforcement, Criminal
Elements.

A. Pendahuluan
Keinginan untuk mendapat kepastian hukurn

adalah merupakan keinginan dari setiap manusia,
akan tetapi kebutuhan tersebut seringkali
bertentangan dengan kepentingan-kepentingan
yang dimiliki oleh manusia yang satu dengan
manusia lainnya. Mengingat keseluruhan tnanusia
terdiri atas berbagai bangsa, kelas agama ataupun
pekerjaan dan mereka ini kerapkali pula
bertentangan satu sama lain, maka akan bei'beda
pula pendapat mengenai keadilan tersebut.

IIukum pidana adalah bagian daripada
keseluruhan hukum yang berlaku di suatu llegara
yarlg mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan
untuk:2
a. rnenentukan perbuatan-perbuatan mana yang

tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan
disertai arlcarnan atau sanksi yang berupa pidana
tertentu bagi barangsiapa tnelanggar larangan
tersebut;

b. menentukan kapan dan daiarn hal apa kepada
mereka yang telah melanggar iarangan-iarangan

z. Moelyatno dalarn Suharto RM, Huhun Pidatra ,lluteriil.
Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dahnrr.or, Edisi
Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, I 996, hal. 4.

Arralisis Yuridis Terhadap ... ( Warmiyantt Zairi Absi, SH., A,IH. )
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itg dapat dikenakan atari dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah cliancamkan;

c. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan
pidana yang dapat diiaksaiakan apabila ada
orang yang telah melanggarlarangan tersebut.

Suatu perbuatan yang melanggar aturanhlky* 
fapat di pidana *pudilu suaai"atuy"t;k;;

salah. Apa yang diartikln salah adalah suatu
pengetrian psychologiseh yailg berarti aaanya
hubungan batin orang yang ineiakLrkan perbuatan
dengan perbuaran yang: dil[iffkan sehingg; ;;{fi;
perbuatan yang disengnja ataLr nlpa,J

Berbicara tentang penggolongan tindak
pidana harus dimulai derrg; n,irln.ori p..ru*uun
sifat semua tindak pidanu" 

"i)ari 
persartrann sifat ini

kernudian clapat criiari ukura,-ukurnrr atau kriteria
untuk rnenrbedakan suatu golongnii tinclak pictana
dari golongan lain, tJan dari ,"irp gotongan ini
mungkin bisa dipecah lagi ke dalaniclua atau lebih
l1t! Solongan.4 Kitab Unclang-Uridang Hukum
Pidana (KUHP) sebagai *u*6.. frufrfm poritii
yang, mengatur hukum pidana di Indonesia
membagi semua tindak pidana baik yang termuat
di.dalam maupun diluar KUHfl rrrerladi dua
golo1qlo besar, yaitu golongan k;jahat;;
(m1sdr$vert) yang termuat dalari Buku II dangolongan pelanggara_n 

-_(_o_vertredingen) yang
tennuat dalam Buku III KUHP.

Penggolongan 
_ 
ini praktis penting karena

dalam Buku I KUHP terdapat b"blr.apa ketentuan
yang hanya berlaku bagi kejahatan, misalnya
t-.-nttng percobaan (poging) d,an penyertaan
(deelneming). Menurut Wi.lon, n.odloOit r.o,s
bahwa suatu tindak 

.piciana aclaluh p*longgu;;
norna*noflna dalam tiga bidang hrrkr.rrn lain]"yaitu
hukum perd ata, hukuml<etat,r.r ela raan, clun hukum
tata. usaha perneriritah, /ang ok:h pelnbentuk
undang-undang ditanggap; dJngan u.,ut, hrk *pidana, Maka, sifat-sifat'yu,rg "udu 

Jufo, ,;;il;tindak pidana adalah siiat inelinfiu, hukum
(wederrechtellj kh eid, o nrec h tmar4iT Al, Tidak

11i.":i.* rindak pidana ranpa si:iat"melanggar
nukum.

Beberapa pasal ketentrian hukum pidana
(s.traJbepaling) menyebutkan salah *un, unsurkhusus dari stiatu tindak piclana tertentn
wederreschteiiikheid atalr rit"nt mela.nggar
hukum" Adakalanva rleugan p.ny.buuon ini
ditekankan bahwa sifht niclt,,,dg;;;'ilut um ini

terutarna mengenai satu bagian dari suatu tindrpidana. Mis9tnv9, d:lg tiriaat piJuru pencuriroleh pasal 362 KUHP AlseUuttan bahwpengambilan barang milik orang lain ini haru

*:lq1g*an,(oogmerk) untuk temiliki baraq
ltu oengan "melanggar hukum".

Kitab Undang_Undang Hukum pidana jug
mengatur dan melindungi kepemilikan harta benE
seseorang terhadap perbuatan jahat orang laiaUntuk itu didalarn KUHP ;irJr. ketentua
mengenai kejahatan dan pelang garan terhadq
kekayaan 

.o.ang .lvermogenra.iliiunl. Adaprryang dimaksud dengan keiahatan-t<eiatratan iipelanggaral-pelanggarln m€ngrori t.t uyui
orang adalah tindak_tindak pidaia yang termud
dalam KUHp:
- TitelXXII, Bukulltentangpencurian.
- Titel XXI[, Buku II teritang prm".uran dan

Pengancaman.
- Titel XXIV Buku II tentang penggelapan

Barang.
- TitelXXV, Bukulltentangpenipuan.
- Titel XXVI, Buku.Il.tenting lvl';rugikan Orang

Berpiutang dan Berhak
- Tit.l XXVII, Buku II tentang penghancuraa

danPerusakanBarang. a - -

- Tt.l XXX, Buku II tentang pemudahan
(Begunstiging).

- Jit"el VII, Buku III .tentang pelanggaran-
Pelanggaran tentang Tanut _turufif"ru*u?l- -- 

i

Persamaan dari ketujuh macamkeiahatan dan I

:.uq Tu:u9-pelanggaran ini adatah brd*;;;;;; iunoar-rmdak pidana ini dirugikan kekayaan o.I"g latau_ badan hukum. Sehu6unga, d.nern h;i Itersebut, maka fokus kajian inl aka;-;il*frf.* Ipada tindak pidana peniurian dm p;;;;j"# I

il:"fr#fi'i i;-il;H-.,fni*f,,-, 5#,T: Ipenggelapan barang dari pasal 372 frUHi Iperbuatannya dirumuskan sebagai ;t"--irii.i Ibarang _dengan melangg?-. h;i;ffiT I(wederrechtelijk zich toe-eigenirfi. I
Penyebutan 'rsifat lnelanggar hukum,, tdalam pasat-pasal terrentu ini m&lmbrii;;-*, Ipendapat tentang arti dari "melanggar i;;k;"; Iyaitu diartikan:r 

'--Eo--^ 'rq^urrf 
I- 

5.-1 : berrentangan dengan hukum (obyektifl; I
Hfl,;,,?,*n'ntung*' 

d'ngan hak-i;"6^iiro 
I- Ke-3 :tanpahak. I

Menurut Mr. T.J. Noyon, dalam bukunya Uet I
L lill ono Prodj odiko r o, Ti n tl u k-,[,i n tl a k p i dsn a Tb rt e ntu d iIndonesia, pT" RefikaAdhitarna, nuna,r,g, iOO3, hal. l.r. Ibid.

-r. Ibid. hal. .5

34 Disiplin Vol, 25 No. l5 -,Iuni 20t9

r.Ibid, hal. 2.



1,. -

. :.iakan
v&{1 $trafrectrt cetakan V Yeflg

(bewerkt) oteh Frof. Mr. G,E,
; Jilid I halaman 7 noot ke-2, pendapat

- dianut aleh Simonsn ?Ievenbergen, dan

Frmpe; penelapat ke-2 oleh Noyon rlalarn eetakan

1,. pendapat ke*3 dikatakan dinnut oleh Hogc
Irxd Belanda, tetapi metrurut Langemeyer
ffioetulnya tidak.T Lnngemeyer meneeritakan
lmwa menurut Van Hamel, praktis tidak ada

mbedaan antara ketiga penrlnpnt il,u, dnn bahwa
m.;nurut Mr" J. Riphlrgcn perkataan
+cderre*htetllk, tidak perlu selnlu cliartikan s&lna,

mapi clalam suatu pasnl tertentu hnrus diartikan
un daripadn pasal lnin tertentu,

harga, sehingga setelah pentbayaran sepuluh kali
dalarn sepuluh bulan, batu lunas"

Oleh karena dengan penyerahan barang itu
sudah beralih kepada si pembeli, hak milik atas

barang itu sudah beralih kepada si pembeli, maka
si pembeli leluasa unfuk menjual barangnya kepada
orang lain meskipun harga pembeliannya belum
dilunasi, danhal ini akanmerugikan sipenjual.

Agar lebih dapat mencegah atau mengurangi
keccnderungan si pembeli untuk bertindak
demikian, maka dibentuk suatu persetujuan sewa-
beli. Dalam hal tersebut, si pembeli mula-mula
dinamakan penyewa barang dengan uang sewa
setiap bulan sejumlah sepersepuluh dari harga
pembelian" Selanjutnya, apabila harga pembelian
dibayar lunas, si penyewa dinyatakan menjadi
pembeli atau pemilik barang.

Maka sebelum pembayaran dilunasi, apabila
si psnyewa menjual barangnya, ia dapat dituntut
melakukan tindak pidana penggelapan barang dari
Pasal 372 KUHP. Dalam praklek, upaya ini
memang berhasil melindungi si penjual.

Sebagai organisasi sosial terkuat dan
tertinggi, maka hanya negara saja yang memegang
hak penegakan hukum pidana, in casu ialah hak
untuk menuntut pidana terhadap barangsiape yang
telah diduga melanggar aturan pidana yang telah
dibentuk oleh badan pembentuk unclang-undang.
Demikian pula halnya hanya negara yang
memegang hak untuk menjalankan pidana terhadap

barangsiape yang oleh negara tclah dinyatakan
bcrsalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya ifu,

Adapun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan
terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia
haruslah berpedoman pada ketentuan Pasal 10

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
yakni berupa:
I. PidnnaPokok

a.PidanaMati;
b" Pidana Penjara;
o. PidanaKurungen;
d.PidanaDenda.

II. PidanaTambahan
a. Peneabutan hak-hak tertentu;
b. Perampasan barang-barang tertentu;
e. Pengumuman putusan hakim,

Umr.rmnya, manusia ifi.l tidak pernah merasa
puas dengan apa yang dialaminya dan yang
didapatkannya, sehingga berbagai usaha akan
dilakukan guna memenuhi kepuasan tersebut,

apalagi dalam hal mendapatkan keadilan yang
seadil-adilnya dari para penegak hukum, dalam

! t- ,'.

ii'_ _:-

l-.1 :F---

. ,.:, :

2" r---*

- l:l-:-"

;]--::2r_

a.

t :,. ,t ^ -r.l: ucll

iengar:
I Oiang
: i- L.ltrqi

rahkan
e..rpan
KL HP
p: dana
(LrHP
miliki
:umtt

kumtt
n tiga
f umtt

ir-;:

ektif)

a Het

N{enurut WirJono Prod,lodlkoroo perbedaan

ir.tara ketiga pendupat tersetrut jelns ada' Apabila
;iatu perbuatan bertentangan clcugan suatu

-raturan hukum tertentu (obyektifl, helum tentu
:engan perbuatan itu melanggar suatu hak
subycktifl orang lain, misalnya apabila pcraturan
:tkum yang terlanggar itu mengenai tata tcrtib,
rnpa menyinggung hal( elrang-orang"

Mengenai arti tanpa hak dari sifut melanggar
:ukum dapat dikatakan bahwa rnungkin se$eoreng

:rdak mernpunyai hak untuk n'lelaktrkan suatu
perbuatan yeng sama selrali tidak elilarang oleh
suatu peraturan hulcuttr, Bshwa istilah nrelanggar
hukum dalam suatu pasal harus eliartiknn lain
daripada elaiam pasal lnin, neperti yang
dikemukakan oleh Rlphng*n, nrenurut Wiriono
Prodjodikoro, mungkin un"ir,r, Ini praktis
bergantung (aJ l*epacla nptt yflng cllhnynngkan oleh
pcmbentuk undang-undetng, clan (// koprnda aBa

yang dirasaknn oleh parn pelalcsstttn hukulu sebagai

hal yang tertr*ri[< dalunl situasi tortentrr,fr
Perbuatn.n ntelanggar hultum daIant Iapangan

hukurn pidana meranrbah juga pnela porbuatan'
perbuatan persetujuan tertentu y$llg berwujud
sewa beli atau huurkoop, Hal ini diadakan agar

suatu perbuatan tidak memenuhi janji
(wanprestasi) clalarn hubungan hukurn perdata

dirnungkinkan dikenai hukuman pielana agar lebih
dapat mencegah atau mengurangi leecenderungan

untuk tidak memenuhi janji seperti diuraikan di
atas,

Persetujuan jual belt baraug adalah suatu
penyerahan hak milik atas barang oleh penjual

kepada pembeli dengan lcewajiban pembeli untuk
membayar harga pemboliarr, Penrbayaratr harga
pembelian ini dapat clijanjiknn E$cnra berangsur=

angsur, misalnya setiap hulntt sepersepuluh dari

z. Ibitl.
,r. lbitl,lrai..l.
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negara yang berlandaskan pancasila dan IIUD
1945. Sehubungan dengan uraian diatas, maka
penulis tertarik untuk membahasnyn lebih ianjut
ke dalam sebuah karya ihiriah dengan judul:
'IANAI.ISTS YURIDIS TET{EIADAP UNSUR
TINDAK PTDAFIA PADA PIXNCURIAN DAN
PENGGE[,APAI{'I"

B. Perrmasalahan
Berdasarkan nraian pada latar belakang

diatas, maka yang menjadi penrusalahan dalam
tulisan ini adalah sebagai berikut ;
1. Hal-hal apa sajakah yang rnenjadi unsur tindak

pidana pada kejahatan pencurian sebagaimana
dimaksud P asal 3 62KUHP ?

2. Apakah kriteria yang mernbedakan antara
tindak pidana pencurian dengan tindak pidana
penggelapan ?

C. Metodologi
Dalam rangka pengumpulan data guna

penelitian ini, maka penulis mempergunikan
metode penelitian hukunr normatif. Metode ini
dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan
data sekunderyaitu data yang diperoleh clari bahan-
bahan pustaka dengan rnempela.jari dan menelaah
buku-buku, peraturan-peraturan. Dokurnen-
dokumen yang berhubungan dengan masalah
dalam skripsi ini"g Data. selcunder disini
mencakup:

Bahan hukum primer, yaittr bahan-bahan
hukum yang mengilcat dan tercliri dari: peraturan
p_erundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan
perundang,undangan yang terkait dengan
permasalahan yang hendak dikaji. tsahan hulium
sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti
rancallgan undang-undang, hasil-hasil penelitian,
hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan
seterusnya yang kesemuanya ada kai tannya dengan
permasalah an y anghendak dij awab. Bahan hukum
tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk

Tlaupltn penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan sekunder, contohnya l<amus, ensiklopedia,
indeks dan seterusnya.t o

Data yang diperoleh dari sumber-sumber
berupa dolrumen dan sebagalnya, akan clinnalisis
secara kualitatif. Analisis ini aknrr nrenguraikan

p. Sutrisno tladl, Metodologi Reserurch ,titl.l I, [Jniversitas
Gadjah Mada, Yogyakarta, l9ti4, hal. 9.

10, Strerjono Soekanto & Srl Mnmuji, l,enelitiun Huhtm
lormqttf Suatu Tinjauan Singkat, p1.. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 200 1 , hal, I 3.

data secara sistematis, sehingga menjawab seluruh
permasalahafi yang ada untuk selanjutnya ditarik
suatu kesimpulan sebagai jawaban dari
permasalahan dan selanjutnya ikan diberikan
masukan berupa saran*saran.

D. Pembahasan

I. Unsur Tindak pidana pada Kejahatan
Pencurian sebagaimana Dirnaksud pasal 362
KUI{P.

Tindak piclana adalah perbuatan yan1
dilarang dan diancam dengan pidana Uarangiiapi
yaflg melakukannya:l Marshall, *"rrgituku,ra crime is any act or omission prohibited-by law
for the protection of the public, and punishable
by the state in a judicial proceeding in its own
narne".t2 Suatu tindak pidana adalah perbuatan
atau omisi yaflg dilarang oleh hukum untuk
melindungi masyarakat, dan d,apat dipidana
beldasarkan prosedur hukum yang birlaku. Dalam
definisi-definisi tersebut, uniur kesalahan telah
dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada
hakikatnya adalah'nperbuatan" saja. perbuatan
disini berisi kelakukan dan kejadian yarg
ditimbulkan dari melakukan.e.rrt (komht) dai
tidak melakukan sesuatu (omtsi). Diening
mengatakan, 'ractus translate into conductl
compromising commission and omission".zj
Dengan demikian, tindak pidana merupakan
perbuatan melakukan sesuaiu, perbuatan tidak
melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang
dilarang oleh undang-undang. Duff mengatikai,
actus reus dapat berbentuk ract, circumstances,
dan consequences'. i4

Sehubungan dengan ifu, maka uraian berikut
akan mernbahas tentang unsur-unsur tindak pidana
yang terdap at dalamp asal 3 62KUHR dalarnhal ini
tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian
sebagairnana dimaksud dalam pasal 362 KUHP
dirumuskan sebagai: mengambil barang,
seluruhnya atau sebagian mili! orang lain, dengali

l/. Roeslan SaIeh, perbuatan pidana dan
P-erlanggungjawabun Pidana, Dua pengertian Dasar
Dalam Hwkum Pidana, Aksara Baru, Jakirta, 19g3, hal.
14.

lz. Andi lfamzah, Asas-asas Hukurn pidana,
Jakarta, 1994,hal.14.

ls. Moeljatno, Asas-asas Hukwm pidsna.
Jakarta, 1987, hal. I 55.

ra. Chairul Huda, ,,Dari ,Tiada pidana Tanpa l{esalahan
{enuju Kepada,Tiada pertanggungjawaban pidana
Th np a K e s a I ah an,, Ti nj auan f ri ti i fe rna d ap Tb o ri _ Tb o ri
Pemisahan Tindak pidana dan pertanggungjawaban
P i d a n a, P enerb it Ken c ana, J akarla, ZO 0 A, llai. Zg.

Rineka Cipta,

Bina Aksara,
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,rjuaii merr-,itrikinya silclii'll l:i*litwail lruhurn'

:ecara lengkap b*r'ilc.tit. ilk;rtr tliLtiiiikati runlttsan
I asal 362 K Li I i l) din :ai.-si tr.l,

i3*ritn gs liipii tttr": t r g;il il b i i r'r: l; t i i t t tl tra rang yan g

,atna sekaIi at;it"i schiigian t*i'tiiu:;ltl< kt1:unyaan

-rang lain, r,i*ngal: tttfil(sLlij a[';it!l lllcl"niliki barang

:u dengan int":lawati llaj'". iiihttlcunt, karena

:encttriatrr, dengau hukuman pcnjara selama-

aman-va iima tairun atari *lentia sebanyak-

:anyaknya Rp.'){)(},-

Berikut akan dirraikan neasing-masing unsur

.ebagaitnana ilin:sksud rjnlarn Fasal 362 KUHP
,. ang disebutkan di atas:

a. Mengambiltrarang.
Unsur pertama dali tirlclak pidana pencurian

adalah perbuatan r-nt:llgritltl-ril barang' Kata
menganrhil {tvegrtctttt'tt) ciltiattr arti sempit

terbatas pada menggerakkan tangan clan jari-jari,
mem"gong trarangnya" dan nrc-ngalihkannya ke

tempai laiti"J5 Sudalt lttziln rtrasttl< istilah
peniurian apahila ol'firig *l*ttcltri hnt'iing cair,

ieperti hir, iierrgiitt illet:tL:ul<lt stt;,lttl lieran rintuk

meltgtiirl*tnnlrir l<.i: tlitlittit [rotul yang
clitenq:latkan eii baw:rh leeran itit" llithkttn, tenaga

listrik sekarang clianggnp elapat dicuri dengan

set.ttas ka$,'at ]/a1ig rnetiga]tv"l<irtt Ir':11il$ti Iistril< itu

ke semua terrpat lerin daripirda yang diianiikan.
Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila

barangnya oleh yang berhzlk tliserahkan kepada

pelaku. Apa.bila penyerairan ini disebabkan

pernbujukan ciengan tipr"r muslihat, maka ada

tin,luk pirlana penipr"tan' Jika penyerahan ini
disebabkan ada paksaan elengan kekerasan oleh

si pelaku, maka ada tindal< pidana pemerasan

(afpersing) jika paksaatl itu bcrttpa kekerasan,

langsung, atau tnenlpetlcan tir:rdak pidana
penguncu,rlan ('a/ilrt:i74itt7il "1il<a paksaan ini
berLlpa merl gafl c an i ak il tt ln ct Lri Ll u l< a rahasi a. 1 6

Noyon-Lan gemeyer, sel;ii11;titna I ra dikutip oleh

Wirjono Prodjodik{}ro'f :v tlt*t:rtriihtts suatu

peristilva sebaga i beri lrrit'
.S.t.otung (A), bcrdiri ciel<at sulttu barang milik
orang lain (11), d;,111 1vlq:itittll i;itt'itttg itu kepada

(C) yang luernbityar hilrgritiyti ltepada A dan

r-ner-rganrbil se ncliri btirangtiya" l'cnrilik (Il) tidak
tahu trenahu hal irii, clarr ualrg hitrga pcrnbelian

ditahan oieh (A) terus sebagai milil<niia.
Dalamkasus ini,Asama seliali tidak mengambil

barang. Maka, metlurut Langemcyer, SiA dapat

rs. Wirjono Frocljotlikoro, Tindak-Tindak Pidanq Tertentu l8-

di lidone,via,RifikaAditama, Bandung, 2003, hal. 15. 19'

rbid.
rbid.

dipersalahkan menyuruh mencuri (doen plegen,
sebagaimana diatur Pasal 55 KUHP) karena si

C, sebagai pengambil barang mengira bahwa A
adalah pemilik barang itu sehingga tidak dapat
dipertanggungj awabkan.
Langemeyer menceritakan, bahwa dalam hal
semacam ini, oleh suatu Pengadilan di Negeri
Belanda, Si A dipersalahkan menipu si C untuk
rnenyerahkan harga pembelian kepada A.
Putusan tersebut tidak disetujui oleh
Langemeyer.lS
IVIenurut Wirjono Prodjodikoro, kedua
pendapat tersebut dapat saja dibenarkan, tetapi
pendapat kedua hanya apabila kemudian si
pembeli oleh C oleh hakim perdata dihukum,
harus membayar harga pembelian untuk kedua
kalinyakepadaA.

b. Barangyangdiambil.
Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah

merugikan kekayaan korban, maka barang yang

diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu
bersifat ekonomis. Misalnya, barang yang

diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada

orang lain, tetapi bagi korban sangat dihargai
sebagai suatu kenang-kenangan. Van
Bemmelenlg memberikan contoh berupa
beberapa helai rambut (haarlok) dari seseorang
yang telah meninggal yang dicintai atalu

beberapa haiaman yang disobek dari suatu buku
catatan atau suatu surat b i as a'

Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki
oleh si pencuri, yang apabila merupakan suatu

barang warisan yang belum dibagi-bagi, dan

pencuri adalah salah seorang ahli waris yang

turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang

yang diambil itr.r tidak dimiliki oieh siapapun
(res nullius). misalnya sudah dibuang oleh si

pemilik, maka tidak ada tindak pidana
pencurian.
Tentang res nullius, Van Bemmelen,2o
menceritakan suatu peristiwa yang sampai

diputus oleh Hoge Raad Belanda pada tahun

1946 sebagai berikut. Di Amsterdam terdapat

suatu laboratorium patologis-anatomis dimana
mayat-mayat manusia sering diperiksa.
Kebiasaan seorang pegawai laboratorium disana

adalah mengambil gigi-gigi emas yang masih

ada pada mayat untuk dirnilikinya. Pada suatu

tuu,, p"tbrutu, itr dik.t ti

rbid.
Van Bernmeleno sebagaimana dikutip Wiriono
Pradjodikoro, Ibid, hal. 1 5.

Ibid, hal. 287.
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pega.r/ai rjitunltrt rti inrika 1:eng,adiliut karena
melakukan lrencurian gigi-gigi ernas tacii.
Terdakwa <laI am pi:nr hel aannya nten gemukakan
bahrva n'layat-mayat da.n gigi-gigi elnas itu tidak
ada pernililinva. Pembelaan ini ditolak oleh
Hoge Raad karena para ahli waris dan si mati
metnpunyai wewenang terhadap mayat
sedemikiarl rupa sehingga eigi-gigi emas tadi
adalah rnilik para ahli uzaris

Tuj uani rmer.niliki ba rrngnya dengarr
Melanggar[Iukum.
Sifat teriarang yang bapainrana yang harus
dibuktikan tidak sanra l:xrgi sctiap tindak pidana,
dan bergantung clari reclaksi rlnrtisan dan faham
yang dianut" Clor:tohnyii, silirt lcrlarang dalam
perbuatan mengarnbil pnda pencurian, bagi
fahai.n gilnt nrelawan hiil<uirr obyektif adalah
terletak pacla ticlak adn izin rlari si penrilik benda,
dan inilah yang harus t{itruktikan. Tetapi bagi
faham r-:rclav:,an hrrkum subycktil', rnclihatnya
dari rur:risttn i'trtuksutl untuk utt:t'tt.ililil,lengan
ntelav,un itLtkuml, ,vang harus ditruktikan ialah
keadaan Lratin ketika sebelum berbuat, ialah
berupa kesadaran bahrva mengambil barang
milik orang lain itu adalah terlarangltercela.
Unsur 1r:rtiniah yang ixenyebabkan perbuatan
mengariibil tersebut rnenjacli bersifat melawan
lrukurn.2l
Unsur memiliki barangnva dengan melanggar
hukum ini juga terclapat pada tindak pidana
per-rggelapan barang dari Pasal 372 KUHP,
bahrva disana tidak hanya hanrs ada tujuan
(oogmerk) untuk itLr, tctapi perhr"ratan si pelaku
harus masuk rumusan rncnrilil<i barangnya
dengan melan ggar huku tn.
Tirnbul pr:rtanyaan, bagainiiurn scharusnya
rvLriud clari menrililti baritrrg itrr '/ Baik dalam
Pasal 362 pcrihal pcrrrorrriurr, nr{.rltput1 dalam
Pasal 372 perihai pcnggelapitn l'rarang, hal ini
sama sekali tidak ditegaskan.
Menurut Noyon- [,an gcmcyer22, beI urrr merata
satu pendapat yang rnemuaskan tentang arti dari
memilikibarang.
Menurut Wirjono Prodjodikoro2i,sebetulnya
terdapat suatu kontradiksi anlara rnemiliki
barang-barang dan melanggar hulcum. Memiliki

2r. Adami Chazawi, Pe lajoron Hukunt Pitlana, Bagian satu,
Stelsel Pitlana, Tlndak Pitlano. Teori-kori Pemidanaan,
dan Batus Berlakttnya Httlrum Pidana, [rT. Raja Gra{indo
Persada, Jakarta, 2000, hal. lltl.

zz. Noyon-Langerneyer, llttkrnr Pidunu, .lilid llI, Pustaka
N{edia, Jakarta, I 989, hal. l4 I .

z;. Wirjono Frodjodikoro, ()p.C'it, hai. I 7.

barang berarti i-nenjadikan dirinira pernilik. Da:-
untuk rnenjadi pernilik suatu bai'ang har,;,
menrlrrlt hukuni" Setiap pen:riiilr. barang adala:
pemiiik menurut hukum. Maka, sebenarnr.
tidak mungkin orang memiliki barang orang lar:_
dengan ilelanggar hukum, kareria kalau hukur:
dilanggar, tidak mungkin orang tersebut menjac
pemilik barang.
Disinilah kiran3,a sebab pokok dari kesukara:
mencari definisi istilah tersebut. Denga.
deraikiair, jelaslah puia bahi,va istilatr tersebu:
berbeda dengan I'tujuan untuk menjadi
pemilik".
Hoge Raad, Belancia pada tahun 1926 dalan
putusan mengenai penjualan kentang di bawal:
harga yang ditetapkan, menyatakan bahwa yang
diperbuat oleh penggelap barang dari pasal 371
KUHP adalah: sebagai pemegang barans
memperlakukan barang itu seperti orang yang
berkuasa atas barang itu, bertentangan dengar:
hukum yang berdasar itu ia memegang barang
tersebut.
Deflnisi-definisi iain, tetapi hanya mengenalI'memiliki barangrf adalah dari Noyon-
Langemeyer:24 menjelmakan menjadr
perbuata.n tertentu suatu niat untuk
mernanfaatkan suatu barang mentirut kehendak
sendiri, dari Blok melakukan suatu perbuatan
yang di dalamnya jelas tampak suatu niat yang
sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi satu-
satunya orang yang berdaya memperlakukan
barang itu menurut kehendaknya, dari Van
Bemrnelen sendiri: melakukan suatu perbuatan
yang di dalamnya jelas tampak suatu niat untuk
memperlakukan barang menurut kehendaknya.

d. Wujud perbuatan memiliki barang.
Perbuatan ini dapat berwujud rlacam-lnacam
seperti menj ual, menyerahkan, rneminj arnkan.
memakai sendiri, menggadaikan, dan sering
bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-
apa dengan barang itu, tapi jrga tidak
mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu
dengan barang itu tanpa persetujuannya.
Ancaman pidana dalam hal ini dituiukan
terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. padahal
tidaklah mungkin perbuaran drlatuhi pidana.
tetapi pembuatanyalah yang dapat dijatuhi
pidana. Dengan demikian, diiihat dari teori
pemisahan antara tindak pidana dan
pertanggungjawaban pidana, hal menrpakan
bagian yang harus diperbaiki. Ancaman pidana

38 Disiplin {,'o!. 25 &o. 1"i -,luni 2019

zt Noyon-Langemeyer, Op .Cit,hal. l4l.
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dalanl rulnuqlirrl tir:rJ;rk piri*nn se baiknya
ditu,jrrliarr t,;r'hriJap oi'ang dan bukan
perbuatann '7ir

II. Tindak Pic.lrrila l'ertrurian tlcngan Tindak
Pidana ['onqgelapan Mentu'uI IIukum Positif
IndonesIa.

Betrcnap;r llasal liuturluan lirrkum piclana
;traftepoling) ntcttyebtttkalt sll;,tlt satu unsure

.;husus clzrri suatr.r iirrrJ;rl< nirlana l*rtentu adalah
1\ederrecfltEli.iklreir[ ;tlirtr nitr'at utclawan
:ukum.3f AdakalanS,a ricngnr.l p0nycbutan ini
:itekankan t'xrlrr^ra sifirt rnclarrggar httkum ini
enrtarna urcngenai sntrt bagion dilri sLrnlu tindak
:idana. Misalnl,a, dalarrr tindak piclnna pencurian
:,lch Pasal 362 l(t.illP clischutkan bahwa
:enganrbilan harang mililt oranH liiirr ini han.rs

:engan tuiuan (a*uutt'A) rintnk rnciniliki barang
:u dengan t'melanggar hukum".

I)alam tindak pidana pcnggelapan barang
:ari Pasal 372 l(t-lHP perbuatannya dintmuskan
,ebagai "mermililqi barang dengan melanggar
hukum" {wed*rrwhtel{ik zfu h toe-eigenen).

Mcngenili arti tanpa hak dari siflat nrelanggar
:rkuur clapat clilcatakan lrahrvit mungkin seseorang
:ldak mempunyai hal< untuk melakukan suatu
:r'rLruatan )/lllg, silrna r"cl(irli lirlirk dilarang oleh
.uatu peraturan hukuut.

Bahwa istilah tnelang,gal' hukuttt dalam suatu
:asal harus diar"tikan lairr dirripacla tlitlam pasal lain,
reperti yang dikemuicakrttt rIIrh Riplrirgen, nrenurut
\\'irjono Procl,iotlikoroo nrrrrigkirr snja. Ini praktis
.'crgantllng lol l<epadu ilpn ylr.tg tlihnyangkan oleh
,,.eilrbentul( unr.lartg tttt<iirttg, dittt //r/ kcpada apa
ang elirasirkatr ole [t pitrit pclal,isunit hul<uttr sebagai

.al yang tcrbaik dlrlaru sil.uasi tcrtcrrlLr.
Penggelapan nrcnipalclin surttLt ke.jahatan

ang diatur rullu.rsitiu"rya datrnLn Prrsal 372 KUI{P.
\dapun brrnyi Pasal372l(UHP climaksud adalah
.ebagai bcrikut:

Barangsiapa deng:tn sengaja memiliki
dengan melawan hak suatu barang yang sama
sekali atau sebagainya terrnasuk kepunyaan
lrang lain dan barang itu ada dalum tangannya
bukan karena kejahatnn, dihukum karena
penggelapan, dengan hukuman penjara selama-
namanya empat tahun atnu dettda scbanyak-
banyaknya Rp.900,-

Penggelai-:an arlalitlt l<i:jrtltatntt yang hampir
,:rna dengan pencnrian rl:tliuit ['}irsirl 36?. KUI{P.
3,-danya ialah, hahwa patlrt ltcrtt'ulirtt balang yang

:i Wir"iono l'rotljorlikort,0lt,(il,lrol. I -2

dimiiiki itu rnasih i:elurn berarJa di tangan si
pencui:i clan masih harus '*di*mrhiEnvaur sedang
pada penggelapan .a,aktu ciinrilikirrya barang itu
sudah ada di tangan si pernbuat tidak denganialan
kejahatan.26

Suatu penggelapan, misalnya A rneminjam
sepeda B, kemudian clengan tidak seizin B
dijualnya. Atau A (bendtthurar,uan) menyimpan
uang negara lalu uang itu dipakai untuk keperluan
sencliri" Kadang-kadang sul<ar sekaij untuk
mernbedahan antara peucrltiall rlail penggelapan,
misalnya A menemnkan uang di .ialan lalu
diambilnya. Jika pada waktu mengarnbil uang itu
sudah ada maksud (niat) untuk memiliki uang
tersebut, maka peristiwa tersebut adalah pencurian.

Apabila pada waktu mengarnbil itu pikiranA
adalah: "uang itu akan saya serahkan ke kantor
polisi" dan betr-rl diserahkann5,a, maka A tidak
berbuat suatu peristiwa pidana, akan tetapi jika
sebelum sampai di kantor polisi kemudian timbul
maksud untuk memiliki uang itu dan dibelanjakan,
maka A salah dan melakukan pengg elapan, 2 7

Denrikianlah seorang tukang gerobag yang
diserahi (berjanji) menganglcut treberapa karung
berisi beras ada di tengah jalan mengambil
beberapa liter beras dari karung untuk dimilikinya,
dianggap sebagai pencurian. Lrui<.an penggelapan,
oleh karena itu ia hanya berjanji untuk mengangkat
saja, bukan untuk menyimpannya^ Akan tetapi
apabila tukang gerohag itu sanggup clan lnenerima
jurnlah yang tertentu berapa karung beras yang
harus ia angkut dan simpan itu, tetapi tidak
diserahkan semua kepada yang wajib nlenerimanya
dan ia menganrbil satn karung untuk dimilikinya,
maka peristiwa ini lebih cendemng pada suatu
penggelapan.za

Seorang pembantu r"umah tangga yang sehari-
hari pekerjaannya mencuci dan mcnyirnpan pr"rla

piring, sendok, garpu, dan sebagainya, pada suatu
hari mengambii beberapa piring itu dan dijualnya,
dipandang sebagai pencuri, demikian pula seorang
tamu yang diterirna dalam kamar tamu, waktu
pulang mengambil suatu barang dari kamar itu,
dipandang pula sebagai pencuri, meskipun barang
itu seakan-akan sudah ada di tangannya. Pengantar
dari suatu perusahaan susLl yanB kepadanya
dipercayakan trotol-botol susr.r yang tertuftip untuk
disarnpaikan kepacla para iansganan, yang
membuka dengan jalar-r merusah alat-alat penutup

R. Soesilo, r(dtab Undang-Undang Huhm Pidana
&AHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal
deni Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hal, 259.
Ihid.
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botol itu dan rnengambil susu cJat.i botohiya itu
berbuat salah, salah terlradup pencurian, Lukan
penggeiapan.

"Nlemilikit', mr:nlrmlt arrest lloge ltaatl, 16
Oktober 1905 ilan 26 Marert 190f , ialah pemegang
barang yang menguasai ulau berlin<Jal< sebagal
perrilik barang itu berlawalrnrr dcngan hLrkum yang
mengikat paclanya sebagai l)cltlegang harang itu.
Dipanclang sebagai "mcrnili!*i'i rlisalnya:
mcnjual. rnorl;lkan. mcnibiiarili, lrrcnggadaikan,
rncrnbclan jaha n uang clar seiragairrya.

Seorang menerima uang ga"ji kelebihan dan
tidak mengembalikarr uang kelcbihannya itu
dipandang sebagai penggelapan.

E. Kesimpulan.
Elerclasarkan hasil penrbiihasan yang telah

dilakukan pada bab terdahulu, rnaka kiianyu duput
ditarik kesimpulan scbagaibe rikut, bahwa :
t. Unsur tindak pidana pada kejahatan pencurian

sebagaimana dimaksud pasal 362 KUHp ialah:
perbuatan mengambil btrang, barang yang
diarirbil, iujuan mcrniiiki barang A*rgui
melawan hukum, wuiud perbuatan rnemiiiki
barang.

2. Perbedaan tindak piclantr pcncurian dengan
tindak pidana penggclaplri ialrrh, balrwa pacla
tindal< pidana pencurian barrns yarrg dimiliki itu
masih belunr berada cli tarrgan si pcrrcuri dan
masih harus "diarnbilnya" seclirng pada tindak
pidana pcnggclapan waktu ilitnilikinya barang
itu sudah ada cli rangan si pembuat ticlik clengai
jalan kejahatan.

D1lam penegakan hukum, hendaknya aparat
penegak irukum dalam hal ini polisi, rnaupun jaksa
dapat berkoordinasi dan satu kata dalam
menenfukan suatu perbuatan apakah masuk ke
dalam suatu tindak pidar:a pencurian atau
penggelapair. Karena terdapat kesukaran dalam
memisahkan atau rnembedakan dua tindak pidana
yang di satu sisi agak rnendekati unsu. tirrduk
pidana lainnya. Untuk itLr kcjcliarr lrparat penegak
hukum dalam menangani perl<ara ini sarrlgat
diperlukan. Dengan clernikian, l<iranya dalim
penegakan hukumnya tirlak clitlnpati terdakwa
yang terbcbas karcna.jal<sa salall dalatn
rnenerapkan hukum terhadalt I<i,tsus pencurian
maupull pengge lapan.
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